— Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan me-
mutuskan menghukum terdakwa untuk membayar uang peng-
ganti yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 34 ¢ Undang-
undang No, 3 tahun 1971 karena uang pengganti yang dapal
diwajibkan kepada terdakwa untuk dibayar, tidak boleh mele-
bili harta benda yang diperoleh dari korupsi.

PUTUSAN
Reg.No. 620 K/Pid/1987.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkary pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putus-
an sebagan berikut ¢

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palu tanggal 13 Mei 1985
No. 42/P1D/B/1984/PN. Dgl., dalam putusan mana terdakwa:

Asmin Paku, tempat lahir di Sabang, Umur/tanggal [ahir 36 tahun/

14 Desember 1947, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,

tempat tingeal di Jalan Kartini Palu, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Kantor Pekerjaan Umum Tingkat 11 Donggala.

pemohon kasasi/termohon kasasifterdakwa di dalam tahanan:

1. sejak tangeal 19 Desember 1985 s/d tanggal 1 April 19806,

2. berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu
tanggal 20 Agustus 1986 No. 10/PID/B/1986/PT. Palu, diperintah-
kan supaya terdakwa ditahan;

vang digjukan di muka persidangan Pengadilan Negeri terscbut karena

didakwy

Kesatu : Primair

Bahwa ia terdakwa, baik dilakukannya sendiri maupun bersama-sama

dengan orung lain atau dengan sengajz membantu melakukan atau

memberi Kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada orang-
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orang lain secara berturut-turut sebagai perbuatan yang dilanjutkan
ataupun sebagai perbuatan sendirisendiri, pada hari dan tanggal yang
tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 9 Desember
1900 delapan puluh satu sampai dengan tanggal 30 Maret 1900 delapan
puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun 1981 dan tahun 1982,
bertempat di Desa Sabang Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam wilayah hukum
Penpaditan Negeri Klas 1 Palu, ia terdakwa, dalam kedudukannya
sebagai petugas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Donggala atau
petugas tehnik dan anggota badan pengawas bangunan proyek SD.
Inpres No. 5 Tahun 1981/1982 dalam wilayah Kecamatan Damsol
Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Kepala
Daerah Tingkat 1 Donggala Nomor : 845/PU-400/XI/1981 tanggal 16
Nopember 1981, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara
langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara yaitu dengan cara..

. Melaksanakan sendiri pemborongan pekerjaan proyek pembangu-
nan SDN. Unit | Sampaga Kecamatan Damsol dan pembangunan
rumah dinas guru di Ogoamas Kecamatan Damsoi yang telah
diborongkan kepada CV. Sinjai Putra dan CV. Setia Abadi dengan
surat perjanjian pemborongan No. PDK. 019/K/B-R/INP. No. 5§/
81, tanggal 7 Desember 1981 dan surat perjanjian pemborongan
No. PDK. 230/K/KRS-RPS/INP.5/81, tanggal 7 Desember 1981,
bertentangan dengan tugasnya selaku petugas tehnik dan anggota
badan pengawas bangunan untuk pembangunan proyck-proyek
tersebut, _

Membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang tidak benar,
Berita Acara kemajuan pekerjaan yang tidak benar atas pencairan
dana Proyek SD. Inpres Unit I Sampaga untuk angsuran II1, IV,
V dan pencairan dana pembangunan rumah dinas guru di Ogoa-
mas Kecamatan Damsol untuk angsuran I, Il dan TII, kemudian
terdakwa mengajukan kepada Ketua dan anggota badan pengawas
bangunan lainnya di Kecamnatan Damsol, seterusnya kepada Pe-
mimpin Proyek, yang isinya seolah-olah menunjukkan bahwa pe-
kerjaan tersebut selesai dikerjakan sesuai realisasi fisk yang dilapor-
kan sehingga dibayarkan menurut anggaran yang telah disediakan,
padahal apa yang dilaporkan tidak benar sebagaimana akan di-
sebutkan di bawah ini :

]
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a. Terhadap proyek SD. Inpres Unit I Sampaga .
BAKP No.15/BA/LIl/Inp.No.5/1982

tanggal 6 Januari 1982 . ............. -.. Rp. 5.544.000,—

BAKP No. 189b/BA/IILIV.Inp No. 5/1982

tanggal 8 Pebruari 1982 . ............... Rp. 4.032.000,-

BAKP No.PDK,301/B-A/V/INP.5/1981 '

tanggal 30 Maret 1982 .. ... ... ... ..., Rp. 504.000,-
Jumlah ............. Rp. 10.080.000,—

kenyataan, bangunan baru mencapai prosentase 53,39%;
kerugian negara : Rp. 2.250.000,— atau ditaksir jumlah itu.

b. Terhadap proyek rumah dinas Guru Ogoamas:
BAKP No.517/B-A/LILIT1/Inp.No.5/19§&1
tanggal 15 Maret 1982 .................. Rp. 2.250.000,-
kenyataan, bangunan nihil atau 0%, kerugian Negara :
Rp. 2.250.000,— atau sckitar jumlah itu,

3. Turut serta dalam proses pencairan dana proyek pembangunan
SDN. Unit I Sampaga dan pembangunan rumah dinas Guru dj
Ogoamas, mendahului pekerjaan borongan dilaksanakan, berten-
tangan dengan ketentuan dalam Keppres 14A Tahun 1980 yang
menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada pemborong/
rekanan tidak diperkenankan melebihi prestasi pekerjaan yang di-
selesaikan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam kontrak pemborongan pekerjaan
pada kedua bangunan tersebut;

perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan
diri sendiri atau kontraktor CV. Sinjai Putra dan CV. Setia Abadi atau
setidak-tidaknya orang lain sehingga menimbulkan kerugian Negara atau
perekonomian Negara sebanyak Rp. 4.697.910,80 + Rp. 2.250.000,— =
Rp. 6.947.910,80 (enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu
sembilan ratus sepuluh rupiah, delapan puluh sen).

atau setidak-tidaknya sekitar jumiah itu,

melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
bunyi pasal I ayat 1 sub. b jo. pasal 28 jo. pasal 34 Undang-Undang
No. 3 tahun 1971, jis pasal 55 atau pasal 56, pasal 64 atau 65, pasal
103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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Subsidair:

Bahwa ia terdakwa, dalam kedudukannya sebagaimana disebutkan
pada dakwaan kesatu primair diatas, dalam statusnya sebagai Pegawai
Negeri yang diperbantukan di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala
setidak-tidaknya sebagai Pegawai Negeri seperti dimaksud dalam pasal 2
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, pada waktu-waktu dan tempat se-
bagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primnair diatas, dengan
sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta dalam pem-
borongan pekerjaan SDN. Unit [ Sampaga dan pemborongan pekerjaan
pembangunan rumah dinas Guru di Ogoamas Kecamatan Damsol yaitu
dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan pada
dakwaan kesatu primair diatas, sedang ia terdakwa diwajibkan sama
sekali atau sebagian mengurus dan mengawasi pada waktu proyck ter-
sebut dikerjakan. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketenfuan
dan diancam dengan pidana menurut bunyi pasal 1 ayat | sub. ¢ (pasal
435 K.U.H. Pidana) jo. pasal 28 jo. pasal 34 Undang-Undang No. 3
tahun 1971,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, dalam kedudukannya sebagaimana disebutkan
dalam dakwaan kesatu primair diatas, dalam statusnya sebagai pegawai
negeri yang diperbantukan di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala
atau setidak-tidaknya sebagai pegawai negeri seperti dimaksud dalam
pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 197}, pada waktu-waktu dan
tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair diatas,
baik secara bersama-sama dengan Ketua dan anggota badan pengawas
bangunan lainnya di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, mau-
pun secara sendiri-sendiri, telah menerima hadiah atau janji dari kon-
traktor-kontraktor SD. Inpres tersebut, beberapa kali dan berturut-
turut sehingga merupakan rangkaian dari beberapa perbuatan menerima
yang karenanya dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau per-
buatan yang berdiri sendiri-sendiri; perbuatan mana ia terdakwa, ke-
tahui atau patut dapat menduga bahwa hadiah atau janji tersebut ber-
hubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya sebagai pe-
gawai negeri yang diangkat sebagai petugas tehnik dan anggota badan
pengawas bangunan pada Proyek SD. Inpres tersebut diatas atau me-
nurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut berhu-
bungan dengan jabatan terdakwa tersebut, penerimaan hadiah dan
janji mana berupa uang tunai yang diterima oleh terdakwa sebanyak
Rp. 150.000,— (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap membuat
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Berita Acara kemajuan pekerjaan atau setidak-tidaknya pada waktu
membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan yang tidak benar untuk
pembangunan proyek sebagai berikut:

[

Pembangunan SDN. Unit I di Mukti Agung untuk angsuran III
atas nama CV, Teluk Palu sebanyak Rp. 150.000,—

Pembangunan rumah dinas guru dan rumah penjaga sekolah di
Ogoamas dan Bengkali untuk angsuran [ dan II atas nama CV,
Putra Nusantara sebanyak Rp. 900.000,—.

Pembangunan rumah dinas guru dan rumah penjaga sekolah di
Monte dan Pangalaseang atas nama CV. Kastono Jaya sebanyak
Rp. 450.060,-. :

Jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 1.500.000,— (satu juta lima ratus
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang oleh
terdakwa tanpa alasan yang wajar tidak pernah melaporkan ke-
pada yang berwajib.

Melanggar ketentuan dan diancam dengan pidana sesuai dengan
bunyi pasal 1 ayat 1 sub. ¢ (pasal 418 K.U.H. Pidana) dan sub.
¢ jo. pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, jis pasal 55,
pasal 64 atau 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal
103 Kitab Undang-Undang Hukwn Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5§ Maret
1985 yang isinya adalah sebagai berikut:
Agar supaya Majelis Hakim menyatakan dan memutuskan:

1.
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Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, yaitu

melanggar ketentuan:

— Pasal | ayat | sub. b jo. pasal 28 jo. pasal 34 Undang-Undang
No. 3 Tahun 1971}, jo. pasal 55 ayat (1) sub. le jo. pasal 64
KUHP.

— Pasal | ayat | sub, ¢ (pasal 418 KUHP) dan sub. e jo. pasal 8
Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo. pasal 55 ayat 1 sub le
jo. pasal 65 KUHP.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pida-
na penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar
Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan ku-
rungan.

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).



4. Barang-barang bukti berupa:

a.

b.

h.

Kontrak pekerjaan CV. Sinjai Putra No. PDK. 019/K/B-R/
Inp. No. 5/1981 tanggal 7 Desember 1971.

Kontrak pekerjaan CV. Setia Abadi No. PDK. 230/K-RKS-
RPS/Inp. No. 5/81 tanggal 7 Desember 1981.

B.A.P.P. bangunan SDN. Unit I Sampaga an. CV. Sinjai Putra
masing-masing tanggal 6 Januari 1982.

B.A.P.P. bangunan rumah dinas Guru di Qgoamas an. CV.
Setia Abadi.

Berita Acara Kemajuan pekerjaan bangunan SDN. Unit [ di
Sampaga an, CV, Sinjai Putra masingsmasing tanggal 6 Januari
dan 10 Pebruari 1982,

B.A. kemajuan pekerjaan bangunan rumah dinas guru di
Ogoamas an. CV. Setia Abadi masing-masing tanggal 15 dan
30 Maret 1982,

Laporan pelaksanaan pekerjaan bangunan SDN. Unit 1 di
Sampaga an, CV. Sinjai Putra.

Laporan pelaksanaan pckerjaan bangunan rumah dinas guru di
Ogoamas an, CV. Sctia Abadi, i

Kwitansi tanda peneriman anggaran untuk angsuran 1, 11, 111,
[V dan V bangunan SDN. Unit I di Sampaga olch CV. Sinjai
Putra, masing-masing tanggal 6 Januari, 10 Pebruari dan 12
Maret 1982,

Kwitansi tanda penerimaan  anggaran untuk angsuran I, 11,
ITI, bangunan rumah dinas Guru di Ogoamas oleh CV. Setia
Abadi masing-masing tanggal 15 Maret 1982.

Berita Acara pemeriksaan lapangan, yang dibuat oleh petugas
lapangan P.U. Dacrah Tingkat }H Donggala di Kecamatan Dam-
sol tanggal |12 Oktober 1984,

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Donggala untuk dapat di-
pergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;

Dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 sub. b jo pasal 28 jo pasal
34 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat I ke ]| KUHP jo
pasal 64 KUHP dan pasal | ayat.]l sub ¢ (pasal 418 KUHP) dan sub. ¢
jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat 1 ke | jo
pasal 64 KUHP:
Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti ter-
cantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar leng-
kapnya berbunyi sebagai berikut:
~  Menyatakan bahwa terdakwa Asmin Paku bersalah melakukan
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tindak pidana korupsi;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman selama 5
(lima) bulan penjara;

Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan untuk diri ter-
dakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan seluruh tahanan yang
dijalani terdakwa sebelum ada putusan yang tidak dapat djubah
lagi;

Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti kepada Ke-
jaksaan Negeri Donggala untuk dijadikan bukti dalam perkara lain:
Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebanyak
Rp. 6.000,— (Enam ribu rupiah),;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki
oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusannya
tanggal 20 Agustus 1986 No. 10/PID/B/1986/PT. Palu., yang amar
lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
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Menerima permohonan banding dari Jaksa dan Terdakwa;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Mei 1985

Nomor: 42/Pid/B/1984/PN. Dgl., schingga untuk lengkapnya

berbunyi sehagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Asmin Paku  tersebut di atas terbukti

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan 2 (dua) “Tin-

dak pidana” korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagai per-

buatan berlanjut™;

Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2

{dua) tahun;

Menetapkan pidana tersebut akan dikurangi waktu selama ia ber-

ada dalam tahanan;

Memidana pula terdakwa dengan pidana denda sebesar

Rp. 3.000.000,— (tiga juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan

kurungan;

Memidana sebagai pidana tambahan ""pembayaran uang pengganti”

sebesar Rp. 8.000.000,— (delapan juta rupiah), subsidair 6 (enam)

bulan kurungan;

Memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berita Acara kemajuan pekerjaan yang diberi kode T1 dan TII
tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam ke-
dua tingkatan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar



Rp. 2.000,~ (Dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/Pid/B/
1986/PN.DGL., yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri di Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September
1986 Jaksa pada Kejaksaan Megeri di Donggala telah mengajukan per-
-mohonan kasasj terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/Pid/
B/1986/PN.DGL., yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri di Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September
1986 pemohon kasasifterdakwa telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Donggala, 25 September
1986 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri di Palu pada tanggal 21 Oktober 1986;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Donggala, 19 September
1986 dari pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima
dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Palu pada tanggal 20 September
1986;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan pula olei
Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Dongala akan tetapi tidak nyata, bahwa
Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk menga-
jukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cas-
satie); )

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di-
beritzhukan kepada Pemohon Kasasi Jaksa pada tanggal 3 September
1986 dan pemohon kasasi Jaksa mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 16 September 1986, akan tetapi risalah kasasi yang memuat
alasan-alasan permohonannya untuk pemerikszan perkara tersebut
dalam tingkat kasasi baru diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
di Palu pada tanggal 21 Oktober 1986 jadi melewati tenggang waktu
14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (1)
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8
tahun 1981), oleh Kkarena itu sesuai dengan pasal 248 (4) KUHAP
hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demi-
kian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di-
beritahukan kepada pemohon kasasi terdakwa pada tanggal 9 Septem-
ber 1986 dan pemohon kasasi terdakwa mengajukan permohonan ka-
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sasi pada tanggal 17 September 1986 serta risalah kasasinya telah di-
terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Palu pada tanggal 20 Sep-
tember 1986 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alas-
an-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan
cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi ter-
sebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemo-
hon kasasi terdakwa-pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.  Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut telah menjatuhkan
pidana denda kepada pemohon kasasi/terdakwa sebanyak dua
kali yaitu masing-masing 6 (enam) bulan kurungan pengganti yang
berarti jumlahnya 12 (dua belas) bulan adalah bertentangan
dengan pasal 30 (6) KUHP., karena sesuai bunyi pasal 30 (6)
KUHP. tersebut bahwa kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh
lebih dari 8 (delapan) bulan;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Palu yang menyatakan
bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah mengembalikan
sebagian dari kerugian Negara yang berjumlah Rp. 3.252.000,—
(tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut dilaku-
kan oleh pemohon kasasifterdakwa bukan berdasarkan rasa
penyesalan akan tetapi didorong oleh perasaan takut atas hukum-
an yang akan dijatuhkan kepada pemohon kasasi/terdakwa ada-
lah tidak benar, karena uang tersebut dikembalikan oleh pemohon
kasasi/terdakwa bukan disebabkan takut tetapi disebabkan
adanya tanggung jawab serta kejadian ini merupakan kekhilafan
dan pemohon kasasi/terdakwa benar-benar telah menyesali per-
buatannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi ter-
sebut di atas, dengan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat
bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah salah
menerapkan hukum, oleh karena amar putusan Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah di Palu yang menghukum terdakwa untuk membayar
vang Pengganti adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 34 ¢ Un-
dang-Undang No. 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ¢ Undang-Undang No. 3
tahun 1971 uang pengganti vang dapat diwajibkan kepada terdakwa
untuk dibayar, tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari
korupsi; ‘
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Menimbang, bahwa dari pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri

Palu ternyata uang yang diperoleh terdakwa dari perbuatan yang di-
dakwakan dalam dakwaan pertama primair adalah sebanyak
Rp. 3.252.000,— (tiga juta dua ratus Ilima puluh dua ribu rupiah)
sedang uwang yang diperoleh terdakwa dari perbuatan yang didakwa-
kan dalam dakwaan kedua adalah 7 x Rp. 10.000,— = Rp. 70.000,—
ditambah Rp. 250.000,— yang jumlahnya Rp. 320.000,— (tiga ratus
dua puluh ribu rupiah);
_ Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang diperoleh ter-
dakwa dari tindak pidana korupsi adalah Rp. 3.252.000,— +
Rp. 320.000,— = Rp. 3.572.000,~ (Tiga juta lima ratus tujuh puluh
dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengenai ter-
buktinya kesalahan terdakwa, serta mengenai keadaan yang memberat-
kan dan meringankan terdakwa, dan mengenai barang bukti sama
dengan pertimbangan Pengadilan Negeri karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di-
atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi
Sulawest Tengah di Palu tanggal 20 Agustus 1986 No. 10/PID/B/1986/
P,.T. Palu.,, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karcna itu harus di-
batalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,
seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Un-
dang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985,

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemo-
hon kasasi: Jaksa/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri di Donggala
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di
Palu tanggal 20 Agustus {986 No. 10/PID/B/1986/PT. PALU.;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohonkasasi: Amin
Paku tersebut;

Membatalkan- putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu
tanggal 20 Agustus 1986 No. 10/PID/B/1986/PT. Palu:
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Mengadili sendiri:

Menyatakan terdakwa: Asmin Paku terbukti secara sah dan me-
yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan
beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut’’;

Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya
terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan
dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu.

Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.
2.000.000,~ (dua juta rupiah);

Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti se-
besar Rp. 3.000.000,— (tiga juta rupiah);

Menectapkan, bahwa apabila pidana pembayaran uang pengganti
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) bulan;

Memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa: '

— Berita Acara kemajuan pekegaan yang diberi kode TI dan TII

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum  pemohon kasasiftermohon kasasi/terdakwa  ter-
sebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 6.000,— {enam ribu rupiah),
dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) dan
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ru-
piah).

Demikianiah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari:
Rabu, tanggal 30 September 1987 oleh Soerjono, S.H. Hakim Agung
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,
Mohammad Djanis, S.H. dan Bismar Siregar, S.H. Hakim-Hakim Ang-

gota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Selasa, tanggal
-~ 13 Oktober 1987 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh
Mohammad Djanis, S.H. dan Bismar Siregar, S.H. Hakim-Hakim Ang-
gota, Ny, Soewarny Arifin, S.H. Panitera Pengganti dengan txdak diha-
diri oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa,
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